WALI NAGART SIMPANG LAMA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

FERATURAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,

Menimbang

Mengingat

: @ bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf a

Feraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa
program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan
penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25%
{dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, daftar
keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan
Kepala Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perly menyusun Peraturan

Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Dana Desa Tahun 2023:

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah  Propinsi  Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang
Nomor 58 Tahun 1958 [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 1643);



2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomeor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730):

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409):

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



10.

11.

12,

13,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4504);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomaor 260);

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Herita Negara Repubik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89j):

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nemor 1203):

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomar 2] Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
PFemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295):

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 20322

Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran
2023;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023:

24, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ..., Tahun 2022
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023;



Menetapkan

25. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun
2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola
Pemerintah Nagari;

26. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 3 Tahun
2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Simpang
Lama Inderapura Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;

27. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun
2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

28. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 4 Tahun
2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023:

MEMUTUSKAN:

FENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2023

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal ]
Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan
Pancung Socal Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyvawaratan Nagari.

3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat
Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagan vyang
mempunyai  wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Reputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang
ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan
Nagan maupun keputusan yang lain.

8. Rekening Kas Nagari Selanjutnya disebut RKN adalah
rekening tempat penyvimpanan uang Pemerintahan Nagari
yang menampung seluruh Penerimaan Nagan dan untuk
membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum
yang ditetapkan,

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Dana Desa adalah pemberan uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagar yang
bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak

ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat
BLT Dana Desa adalah keluarga yang disepakati dalam

Musyvawarah Nagari Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan
Wali Nagar untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB I
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DANA DESA

Pasal 2

BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai
BABATAN penerima manfaat.

Pasal 3
Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal
Kesejahternan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah

Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKF);



b.

Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau
terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring Pengaman
Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH),
Bantuan Pangan Non Tunai [BPNT), Kartu Prakerja (KP),
bantuan JPS lainnya;

Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana
COVID-19 antara lain:

1. keluarga miskin atau tidak mampu yvang berdomisili dj
Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga
miskin vang termasuk dalam kategori kemiskinan
ekstrem;

2. Keluarga yang mempuanyai anggota keluarga vang rentan
sakit menahun/kronis:

3. Keluarga yang tidak menerima Bantuan Program Keluarga
Harapan dan penerima jaring pengaman sosial lainnya;

4. Keluarga yang terdapat Anggota Keluarga vang di Fabel;
atau

5. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin penerima manfaat BLT
Dmmuﬁrummkandnhmhnmimnmmtﬁndihaﬁauﬁdak
terpisahkan dengan peraturan ini.

(1)

2]

i3]

BAB 111
PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 5

Penyaluran BLT Dana Desa diberikan selama kurun wakty 172
{dua belas) bulan sejak bulan Januar sampai dengan
Desember 2023;

Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah] diberikan
setiap bulan; dan

Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara
langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan, vaitu menjaga jarak
(Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai
masker,



BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6
Monitoring dan evaluasi BLT Dana Desa dilaksanakanan oleh :
a. Badan Permusyawaratan Nagari;
b. Camat;
¢. DPMD Kabupaten; dan
d. Inspektorat Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Wah Nagan ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita
Nagan Simpang Lama Inderapura.

Ditetapkan di Simpang Lama Inderapura
Pada tanggal 15 Februan 2023

Diundangkan di Simpang Lama Inderapura
Pada tanggal 15 Februari 2023
SEKRETARIS FAGARI

SIMPANG INDERAPURA

NOFRINYANDRA
ARI SIMPANG LAMA INDERAPURA TAHUN 2023 NOMOR 1



TIEV0 VIHINAE WNIE | @EDLos0or 1010l | @EDFRLOIFIOIDET | NVINVONED

LLNVE VLA

Ve NdIvH AN VoS

e OO vl . VIV ONVAWIS | ONNONVd | T
zﬁﬁnﬁhmﬁaﬂz o bl @S 1E0CI 101067 | @EDISLOTHIONOET | NVINVANSd | d VNI qw__.__ﬁ._ﬁ_.tmu:wm__.h__m . I H"_
z..ﬁﬂz.ﬂg.ﬂ@% b | @EpCTLO6E101061 @ED<SL01+10I0EL | NVINVANEA | d | LIAVAMIGNS ﬁﬁqﬁﬂm.u% 5
hhﬁ:ﬂﬂ.ﬂ.ﬂmﬁﬂ@h g ..!EEHEEE @DEE 1065101081 | NVINVANEd | d vIN ﬁﬁﬂmmmwu&ﬁn_ﬂmﬂun?_ B

VIO VINENGE WMEE | @R L060+000L1 | QEDIGI0T0S000LT | NVINVONED | 1 |  OLNVINSIN :thﬁﬂnﬂﬂ:ﬂ.!ﬁmwgﬂhw g &
Mﬁﬂﬂ:ﬂ% ﬁ%ﬁ#&mﬁ:ﬁ 16022101061 | QEBSSOS9TOIOET | NVIXVaNGd | d HYCI S Tarets | parad| - ®
Mﬁﬁﬁ%@uﬁﬁmﬂﬂﬂzu @D.06012101081 | @ELHLOTHION0ET | NVINVANSD | d | NVING VS %ﬁm_uﬁi%mﬁmi s |
| TEEVAI0 | NNE@YE/INVASd | SEBS190011010¢1 | MEDSLTORIIONOR! | NVINVONG | T | 4INVS VANNS %&w s |
rmﬁﬁmﬂﬁw% NNEINAE4/ NV | @EBL1019z10torT | @EGSROCOTONO0CT | NVINVANSY | 1T |  vMaNI 30D %ﬁﬁm.ﬂ:ﬁwﬁ £
zﬁﬁ@hﬁﬂz NNEENEd/ INVLS | @Losorziorort | @EDTCLO0FIOIOET | NVINVONSD | d IRV b | cutaaa | &
B L S cﬁ%:zh%uﬂ“w”:u @DL060vTI00C) | @EDGELOTEIOI0ET | NVINVONTd | d NVTMNN %?%ﬁﬁm ]

WX VINALIY | NWVrHENad o ON AN | avwvnv e e —, f_. u_m._ﬁ .ﬁwﬂ on

E£TO0T NYHVDONY NOHVL

VHANAVAIANI VIRV DNVAWIS TEVOVN (VSIa vNVd) NEdV IMva
LVHEVE VEILYMNAS ISNIAOEd NVIVTIS HISISHd NTLVINavy
laa 118 vENE) VSEd VYNVA IVNAL DNNSONYT NVALNVE SSENaVY A8 IWNVN A9 VIVa

EZ0T UenIgag g : [eddue],
EL0C unyel | - Jowo

eundesapu) eure]
Huedung weley ep ueinjelag

et ey



Highlight

Highlight


RNHVNIR/SINOEN

A FVINIWED - VA Va0 wos | . |
LINVANG Vasng | NNEENAD/INVLIED | QEPrt 0T 110108] W@FCLO 10T OE1 | “uvmvy | 9 HVMIVH VINYT ONYEIIS | OMIONva | 9T
- NNHVNEWN/SINONN | VODNVL HVINGS AVINNED (TEG] VA= 30N wOs |
APMVANS VANA snunonaw | WEBLOTIGIIONOE! | WHRO9SOEVIONOET | Guvmwn | 4 | wivieinn | vy OIS _ ONONVd | 5
THOHVNEN SINOHY AVINWNED T CEGT vos |
LINVANTd VAN NNEIYAA/INVLE] | Do 1+1 101081 | GED:+L010TOI0ET ONvMVE 1 Vv | VAV ONVAINIS | omnonvd | 7
T wIen | _
VOONV.L HVINNH NVINNED VHNAVE TN VOS5
Téméﬂﬂh snanonaw | GEDLOTIB01010E1 | @EOSE09 1010E] onvmvy | 9 VNV VINVT ONVEINIS  ONTONVd | BC
NOAHVYNEN [SINCEY NVINWAD VAAYHIANT | TY0S
| LNIVANT YANNG | NNEINE4/INVISd | @EB0TIETT010c) | GEEROSLOIT10108] onvmva | | IHISVd VIRV ONVAWIS ONrONVd | B
NV HEYH
YORVOTEN YOONVL HYWNY AVINWED | WHNAVHECINT VOS5
INVHOO0Nd sn¥nonaw | GEDLOTIBOIDIOET | WBTILOISTOTOR | "o uin | d INVIREDH | w1 ONVAWIS  ONmoavd | B8
YIRMINIW NV _
| ¥1=n
VOONYL HYWNH AVINWNED VHNSIYEICIN] VOS
E%Eﬂﬂh SNENDNAN @D0cz19110108] | GEDLOLOTHFIOTOET oNvmve | 9 VNLLSOH _.__;___ﬂ_.____..hug____..___‘..n_____q,m axnonyg | 08
TNAHVNEW /SINOER AVINWaD | VENdVHAANT IVOS
LINVANZd VANNG NNEINA4 /INVLEd | @EDLO1 191101081 | QEDLSLOS T TOTOET DNVMVY 1 NYTHY YIRVT ONVANIS Onoavd | O
4 NYIVHEYH =
VOuYTIIN VOONVL HYINH NVINNED VNV IONT VOS
INVHTHOEd snunonzw | GEDEII0OTIONOET | @EMESTOISTOTOET | ‘po ol | d Hva VINVT ONVAWIS  ONaoNvd | B
L YWNRENINYVYQLL | 0000 | I . S e e § —
13EVAIq NNEINEL/INVLIEd | QEDOECOr1 101021 | QEEDERR001 1O10CT _uu.:::__nﬂtuﬁu 1 NOSTIO qﬁjtﬁrﬁuﬁ..umnﬁﬁ_ﬁﬁ Emauﬁ__nwﬁ_ L
o 1 e i <l s . i S T (R o AV ONVANIS ONDONWE | ©—
VOONVL HVWNH VNIV IONT ™os |
Eijcuuzqm:uuﬁﬁ phyadyilighinie @D011601010¢1 | @EDLSLORFIOTOCT | NVTHVANDd | 4 HVNIHY M VIOV ONVaRIS | onnonvd | 7
. HVYINS
T NYAVEVH
YOUYNTEN VOONVL HVINH VHNAIVHECN] WOS
il prtgrplpidus @' T90RE1010C1 | QEEPTSTOTHI0I0ET | NVINVANEY | 4 NVWIrvH VTV DNV | ncarvs | 51
VINIHENTW HVaLL |
viEN _
LACNYT IVOONNL | NNBEYEd /INVLEd | @EEROZI0E01010E1 WEEDLPLOTHIOIOET | NVINVONS | o INSVP Tﬂf%mﬁn_nzﬂuamﬁ vl
VOONVL HVIRNE
NNHVNIAW/EINGHNA | VOONVL HVANE i VEOdVHIANT VDS
Eﬁifmfi.:m snenoNan | GEPOZYOOCIOI0E! | QEEBLYLOIFIOLOET | NVINVANd | o N .iﬁuﬁ.—:_u_ﬂﬁuﬁn €1
NAHYNEN TEINGEY T I TR VOS5 i
LINVANT VAN E..__,..mru._uh,_zﬁ.ma | @EDOEROFEI0I0E] | QEDEYLOIFIOIOE] | NVIMVOANS | o gk | Vvt onvdwts | onnosva |




NVYEVHYH

VOuYNTIN NVINWAD VANAYA NI oS
VSO0 NNEINEL /INviad | (Lot igor0T0eT | GEED19L010T0I0EL DMNVMWV SV VIV ONVENLE | OMADNYd
VINTHANTW HVaLL
VISN
VDONVL HYIWNH NVINWIED VENIVHIANT TVOS
E:Hm____:ﬂn::._. ENANONTA 0L 101087 | EEPEISOSHI010ET DNV INVVE VINV] ONVAINIS | ONNONYd 8T |
B oy VOONVL IIVANa AVInAED | VIWYLN VANdVEAANI VOS _
il snunoNaw | EEBLTE0LZI0N0CT | QEEBESTILRIONORT | "y ruuiin) VIR0 | VINV] ONYaIIS | Dnnonvd | 48



